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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmad, taufiq 

dan hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 

mempunyai arti strategis karena merupakan awal dari pelaksanaan tahun 

kualitas melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menuju 

Bojonegoro sejahtera dan berkelanjutan. 

RENJA-PD tersebut disusun sebagai Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu 

tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 

Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana 

Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. 

RENJA PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan, 

Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan 

Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta 

prakiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif dan sumber dana yang dibutuhkan 

untuk menjalankan program dan kegiatan. 

Kiranya melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah ini diharapkan mampu mengoptimalkan program dan kegiatan yang 

telah berjalan, juga untuk merumuskan program kegiatan baru guna 

mewujudkan Bojonegoro sejahtera dan berkesinambungan. 

 

Bojonegoro,   6 Juni  2024 
 

KEPALA DINAS PMD 
KABUPATEN BOJONEGORO 

 
 
 

MACHMUDDIN, AP, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19740903 199412 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan penjabaran dari 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024. 

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro juga merupakan bagian yang utuh dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bojonegoro. Keduanya merupakan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 

25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah 

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu 

kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional 

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro mempunyai 

arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program 

pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingat 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan 

dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan 

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024. 

3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian 

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud 

dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang telah ditetapkan 

dalam Perencanaan Strategis (Renstra). 
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Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka 

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD 

harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah antara lain : 

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan 

mengacu RKPD tahun berkenaan. 

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas 

sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026. 

3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program 

dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam 

forum  Musrenbang. 

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja 

hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan 

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju rencana Tahun 2025. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dalam menyusun Rencana 

Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

12. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Desa; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2005-2025; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bojonegoro (RPJP) 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025; 
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21. Peraturan Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; 

22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 

23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 00 Tahun 2023 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. 

24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 tentang tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bojonegoro. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah 

sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 

2023 (proyeksi)  dan perencanaan program/kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro tahun 2024. 

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk 

memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke 

dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(KUA-PPAS) Tahun 2024. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika  Perubahan Renja  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat 

dan Desa    Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, meliputi : 

Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian 

Renstra PD 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD 

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Bab III 

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 

3.3. Program dan Kegiatan Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan 

Bab V Penutup 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN

 LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan 

harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 

juga harus dilakukan evaluasi (proyeksi sampai akhir Tahun 2023). 

Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan 

perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan 

kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan. 

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, memperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta 

pengalokasiannya; 

2. Tujuan yang dikehendaki; 

3. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 

4. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya; 

Disamping itu penyusunan Renja PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, juga memperhatikan hal–hal 

sebagai berikut: 

1. Hasil  evaluasi  capaian  kinerja   tahun   2023   (proyeksi sampai akhir 

Tahun 2023) sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2024; 

2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga 

stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah–masalah yang dihadapi 

dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; 

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro 2023 (proyeksi sampai akhir Tahun 2023), 

sebagaimana tersebut pada Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil 
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Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 

2023 (proyeksi sampai akhir Tahun 2023), terlampir. 

Dari Tabel. 2.1 tersebut, terlihat bahwa program kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 

(proyeksi sampai akhir Tahun 2023)  realisasi sebesar  100%. 

Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023  yang merupakan evaluasi hasil Renja 

sampai degan akhir Triwulan IV Tahun 2023 (proyeksi sampai akhir Tahun 

2023), diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut: 

1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100% 

2. Predikat kinerja “Sangat Tinggi” 

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator tujuan, 

sasaran,    program/kegiatan adalah sebagai berikut : 

1. Evaluasi hasil capaian Tujuan/Sasaran Dinas DPMD Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2023 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi 

(proyeksi sampai akhir Tahun 2023), adalah : 

a. Tujuan  : Meningkatnya Kemandirian desa 

Indikator tujuan : Indek Desa Membangun (IDM) 

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian 

kinerja 100% 

b. Sasaran I :  

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang Transparan dan 

Akuntabel 

Indikator sasaran :   

Persentase Peningkatan Desa yang mampu merencanakan 

pembangunan dan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan 

akuntabel 

Evaluasi hasil : 

Target  kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja 100%. 

c. Sasaran II :  

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui peningkatan 

status BUM Desa 

Indikator sasaran :  

- Persentase peningkatan status  BUM Desa dari Dasar ke klasifikasi 

yang lebih tinggi; dan 

- Persentase Kontribusi BUMDesa terhadap PADesa 

Evaluasi hasil : 
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Target  kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100%  

2. Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2023 sampai dengan Triwulan 

akhir yang dievaluasi (proyeksi sampai akhir Tahun 2023), adalah 

sebagai berikut: 

a. Program : Program Penataan Desa 

Indikator progam : Persentase Desa yang  terbuka aksesnya 

Evaluasi hasil : 

Proyeksi target  kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 

100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 

100%.  

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu : 

Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan predikat kinerja “Sangat 

Tinggi” 

b. Program : Program Peningkatan Kerjasama Desa 

Indikator Program : Persentase Desa dengan kerja sama aktif 

Evaluasi hasil : 

Proyeksi target  kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 

100% dari target yang  ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 

100%. 

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu : 

Fasilitasi Kerja sama antar Desa “Sangat Tinggi”, dengan predikat 

kinerja “Sangat Tinggi” 

c. Program : Program Administrasi Pemerintahan Desa  

Indikator progam : 

Persentase desa dengan tertib administrasi pemerintahan desa 

Evaluasi hasil: 

Proyeksi target  kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 

100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 

100% 

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu: 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa, dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi” 

d. Program : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 

Indikator progam: 
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Indikator :  Persentase Desa yang berdaya dari sisi ekonomi dan 

teknologi tepat guna 

Evaluasi hasil: 

Indikator : Proyeksi kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja 

sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi 

sebesar 100%. 

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu: 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota, dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi” 

e. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indikator progam: 

Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah. 

Evaluasi hasil: 

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% 

dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% 

Pada Program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu : 

1) Kegiatan:Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,  predikat 

kinerja “Sangat Tinggi”. 

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah,  predikat kinerja “Sangat 

Tinggi”. 

3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah, predikat kinerja “Sangat Tinggi” 

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 

predikat kinerja “Sangat Tinggi”. 

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah,  predikat kinerja “Sangat Tinggi”. 
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Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis : 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  Realisasi 
%     

capaian 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya Tata Kelola 
Pemerintah Desa yang 
Transparan dan Akuntabel 

Persentase Peningkatan 
Desa yang mampu 
merencanakan 
pembangunan dan 
Pengelolaan Keuangan 
yang transparan dan 
akuntabel 

419 419 100% 

2 Meningkatnya Pemberdayaan 
Masyarakat Desa melalui 
peningkatan status BUM Desa 

- Persentase peningkatan 
status  BUM Desa aktif  . 

- Persentase Kontribusi 
BUMDesa terhadap 
PADesa 

419 

 

20 

414 

 

20 

98,8% 

 

100% 

 

Berdasarkan tabel  tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat 

capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 1 “Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintahan Desa” melalui pelaksanaan perencanaan 

pembangunan secara partisipatif, peningkatan pengelolaan Keuangan Desa 

yang Transparan dan Akuntabel Tahun 2023 telah memenuhi target.  

Hal ini dikarenakan secara terus menerus dilakukan ‘pendampingan 

secara langsung kepada Desa, mulai dari taraf perencanaan dilakukan desk 

kepada Desa dalam hal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, agar 

dalam perencanaannya mengedepankan prinsip keadilan, kebutuhan 

prioritas, terfokus, kewenangan desa, swakelola, berdikari, berbasis sumber 

daya desa, tipologi desa, dan kesetaraan.  

Pada tahap penyusunan APB Desa juga dilakukan pendampingan 

kepada Desa. Sasaran strategis 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat 

Desa dengan indikator Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang berstatus aktif 

saat ini masih capaian 98,8%, sulit  dicapainya target  dikarenakan ada 

beberapa faktor yang mempengarui, antara lain rendahnya kinerja Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) dalam hal ini BUM Desa, masih rendahnya 

kapabilitas pengelola BUM Desa, belum optimalnya pengelolaan Sumber 

Daya Alam (SDA) dan potensi desa  untuk dimanfaatkan atau dikelola, 

sehingga meningkatnya ketimpangan ekonomi masyarakat desa yang 

mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di 

perdesaan, akan tetapi pada akhir tahun 2023 ditargetkan BUMDesa sudah 

terbentuk di 419 Desa.  

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan 

melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam 
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Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan melalui APBD 

Kabupaten Bojonegoro, yaitu kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 

Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa, diharapkan ke depan BUMDes dapat berkembang sesuai 

dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang saat ini masih 

414 Desa.  

Melalui penguatan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) 

pengelola BUMDes, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat perdesaan. Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan 

untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, 

mengurangi pengangguran sekaligus menjadi motor penggerak 

perekonomian desa. Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk 

mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan 

perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau 

kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat 

setempat.  

Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan 

untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di 

Kabupaten Bojonegoro. BUM Desa harus bisa menggerakkan roda 

perekonomian di desa yang terpuruk akibat pandemi covid 19 dimana DPMD 

ikut berperan aktif dalam pembinaannya.  

Selain itu juga banyak Kegiatan dari DPMD Provinsi Jawa Timur yang 

harus diikuti terkait Pengembangan BUMDesa seperti berbagai Kegiatan 

Lomba, Rakor dan Pendampingan BUMDesa.  

 

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD 

Adapun analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro adalah sesuai Tabel. 2.2 

sebagaimana terlampir 

 

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD 

Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Dinas PMD Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024 ini, merupakan rencana kerja Tahunan yang 

memuat prioritas pembangunan yang pendanaanya bersifat indikatif 

berdasarkan sinkronisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan 

yang berkelanjutan. 
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Sedangkan evaluasi terhadap permasalahan dan hambatan yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain ada 3 (tiga) 

hal yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan 

rencana program serta hasil rencana program oleh pembangunan ekonomi 

yang berkualitas mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi harus 

dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berdampak pada 

pemberdayaan masyarakat yang makin mandiri, sejahtera dan berdaya saing 

serta berkelanjutan. 

 

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan langkah 

awal ataupun dasar bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam  RKPD tercantum program-program 

yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan 

membandingkan antara program pembangunan Pemerintah Kabupaten 

dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan 

masyarakat, sehingga akan menghasilkan program- program prioritas untuk 

dijadikan rencana pembangunan Kabupaten. 

Program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro perlu dilakunan sinkronisasi dengan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) sehingga dapat dirumuskan 

program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja. 

Review Renja Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro terhadap RKPD 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Tabel 2.3 

sebagaimana terlampir. 

 

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro disajikan 

dalam Tabel pada Aplikasi SIPD sebagaimana terlampir. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada 

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan 

penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. 

 

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Undang-

undang No 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Fasilitasi 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu 

kesatuan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Tata Kelola Lembaga 

Kemasyarakatan dan Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah desa.      

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki 

banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan 

Dana Desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa 

yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis.  

Kewenangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diimbangi 

dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam Undang-

Undang Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong 

desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya.  

Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU 

Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan 

Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar 

untuk mempertanggungjawabkan semua  kewenangan dan pengelolaan dana 

dimaksud.  

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Rencana Strategis Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dengan 

mengacu  pada   Rencana   Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro 
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Tahun 2024-2026, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas 

Pemberdayaan masyarakat dan Desa ini bersinergi dengan dokumen 

perencanaan lain, secara Nasional, tingkat Provinsi maupun di tingkat Daerah. 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, ada 8 arah kebijakan 

meliputi : 

1. Pengurangan kemiskinan dan   penghapusan kemiskinan ekstrim; 

2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; 

3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 

4. Penguatan daya saing; 

5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi; 

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan koneksifitas; 

7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN); dan 

8. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. 

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di 

Tahun 2024, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, diantaranya 

penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim, penurunan 

prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta serta 

peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student 

Assesment) 

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang diangkat 

Pemerintah adalah “ Mempercepat Trasformasi Ekonomi  yang Inklusif dan 

Berkelanjutan” 

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, RKP 2024 tetap 

melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN). 

Ke-7 Prioritas Nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk 

pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah 

untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan 

sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, lalu revolusi mental dan 

pembangunan kebudayaan memperkuat infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan 

hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta 

memperkuat stabilitas polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, keamanan) 

dan transformasi pelayanan public.           
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3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD 

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 

adalah : 

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dalam rencana 

Program/kegiatan Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024; 

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024; 

3. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dalam 

rangka penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat 

kebijakan publik; 

4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan 

diantara bidang dan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Bojonegoro ; 

5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

 

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro memerlukan 

Strategi dan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang 

dan kendala yang mungkin timbul. 

1. Sasaran Stratejik 

Sasaran (objective) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu 

merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Sasaran 

diformulasikan secara terukur, spesifik,  dapat  dicapai dan rasional.  

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses 

kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, 

efektif, dan efisien. 

Sasaran yang akan dicapai  oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Bojonegoro adalah : 
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1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang Transparan dan 

Akuntabel. 

2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui peningkatan 

status BUM Desa. 

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat digambarkan pada tabel 

3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 
 

 
NO 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

INDIKATOR 
SASARAN/TUJUAN 

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 
PADA TAHUN KE - 

2024 2025 2026   

1 Meningkatnya 
kemandirian 
desa 

Mewujudkan Tata 
Kelola 
Pemerintah Desa 
yang Transparan 
dan Akuntabel 
 
 
 

Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
melalui 
peningkatan status 
BUM Desa 

Persentase 
Peningkatan Desa 
yang mampu 
merencanakan 
pembangunan dan 
Pengelolaan 
Keuangan yang 
transparan dan 
akuntabel  
- Persentase 

peningkatan status  
BUM Desa dari 
Dasar ke klasifikasi 
yang lebih tinggi; 

- Persentase 
Kontribusi BUMDesa 
terhadap PADesa 

 

 

75 

 
 
 
 

 
 

40 
 
 

23 

 

85 

 
 
 
 

 
 

70 
 
 

26 

 

100 

 
 
 
 

 
 

100 
 
 

29 

  

 

1. Arah Kebijakan 

Arah Kebijakan merupakan penjabaran Urusan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa yang dirumuskan melalui beberapa program untuk 

mencapai sasaran stratejik penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, kemudian 

ditindaklanjuti dengan kegiatan yang nyata di lapangan melalui realisasi 

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut : 

a. Program 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro 

mempunyai 5 (Lima) Program, yaitu : 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

2) Program Peningkatan Kerjasama Desa 

3) Program Fasilitasi Kerja sama antar Desa 

4) Program Administrasi Pemerintahan Desa 

5) Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 
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a. Kegiatan 

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan Program yang telah 

ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bojonegoro melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota adalah : 

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

c) Pengadaan Barang Milik Daerah 

d) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

2) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan 

Program Penataan Desa adalah Penyelenggaraan Penataan Desa 

3) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan 

Program Peningkatan Kerjasama Desa adalah Fasilitasi Kerja 

sama antar Desa. 

4) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan 

Program Administrasi Pemerintahan Desa adalah Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 

5) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan 

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 

yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

Secara rinci Rancangan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD 

Tahun 2024     sebagaimana terlampir. 
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BAB IV 

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN 

 

4.1. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN 

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang 

untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-

2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas 

perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.  

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat 

capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian 

sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat 

menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan 

dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk 

kerja organisasi secara riil.  

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut 

maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan 

pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk 

penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD. 

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi 

maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; 

2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang 

diharapkan; 

3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas 

program 

pembangunan daerah; dan  

4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. 

Adapun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat 

Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

serta pagu indikatif. Perubahan Renja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

serta pagu indikatif Dinas        Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bojonegoro, yang terdiri dari 5 Program, 9 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagaimana terlampir. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan RENJA 

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program 

dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran 

sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas 

Pemberdayaan  Masyarakat  dan   Desa   Kabupaten    Bojonegoro  Tahun 

2024-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan 

yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, 

transparansi, dan akuntabilitas.  

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam 

pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses 

musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup DPMD, agar 

program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun 

sektor.  

Rencana   Pembangunan  Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2024-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen 

perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja 

Perangkat Daerah untuk Menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan 

Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro menerapkan 

prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam 

melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.  

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan 

yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum 

musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, 

Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten 

ditingkat Kabupaten. 
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5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 

Sasaran Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 

diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, sesuai 

dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Unit kerja diwajibkan 

untuk melaksanakan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kaupaten Bojonegoro Tahun 2024 ke dalam rencana strategis lingkup 

kerja masing- masing dan dilaksanakan secara sistematis dan konsisten 

dan merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya serta  kebijakan. 

 

5.3. Rencana Tindak Lanjut 

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 menerapan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan 

nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, dimana dalam 

penerapannya menyesuaikan dengan system SIPD. Daftar kegiatan 

berdasarkan hasil pemetaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Bojonegoro sebagaimana lampiran hasil pemetaan 

Program dan Kegiatan terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. 

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Tahun 2024. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini 

masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut sehingga 

saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, semoga 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bojonegoro,  6 Juni  2024 
 

KEPALA DINAS PMD 
KABUPATEN BOJONEGORO 

 
 
 

MACHMUDDIN, AP, MM 
Pembina Utama Muda  

NIP. 19740903 199412 1 001 



 

 
 
 
 

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro 
 

 
 

NO 

 
 

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 

 
 

Satuan 

 
Capaian Kinerja 

Tahun 2023 

 
Target Kinerja 

Tahun 2024 

 
Target Kinerja 

Tahun 2025 

 
 

Keterangan 

1  2 3 4 5 6 7 

1 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA      

 
1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang 

Transparan dan Akuntabel 
 

% 75 85 100 
 

 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 
melalui peningkatan status BUM Desa 

% 40 70 100  

        

 



 

 

 

TABEL 2.1 
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN 

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2023 

KABUPATEN BOJONEGORO 
 

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
 
 
 
 
 

Kode 

 
 
 

 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

 
 
 

 
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ 

Kegiatan (Outputs) 

 
 

 
Target Kinerja 

Capaian Program 

(Renstra SKPD) 

Tahun 2021 (n-3) 

 
 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil Program 

dan Keluaran 

Kegiatan s/d Tahun 

2021 (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 (n-2) 

 
 

Target Program 

dan Kegiatan 

(Renja SKPD 

Tahun 2023/ 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 

 
 
 
 
 

Catatan 

 

 

Target Renja SKPD 

Tahun 2022 (n-2) 

 

 
Realisasi Renja 

SKPD Tahun 

2022 (n-2) 

 

 
Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

Tahun Berjalan 

(Tahun 2023/ 

n-1) 

 

 
Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/9) 12 

2.13.01 2.13.01.2   Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

 
 

100,00% 

 
67,39% 

 
100,00% 

 
96,66% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
16,56% 

 
16,56% 

 

2.13.01 2.13.01.2 01  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

 
100,00% 20,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

2.13.01 2.13.01.2 01 07 Evaluasi  Pemberdayaan   dan  Fasilitasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Jumlah Evaluasi Pemberdayaan dan 

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa dalam Satu Tahun 

 
100,00% 

 
20,90% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

               

2.13.01 2.13.01.2 02  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
100,00% 67,99% 100,00% 90,23% 100,00% 100,00% 9,75% 9,75% 

 

2.13.01 2.13.01.2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya dalam 

setahun 
100,00% 64,91% 100,00% 90,01% 96,88% 100,00% 9,46% 9,46% 

 

2.13.01 2.13.01.2 02 02 Penyediaan  Administrasi   Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah tenaga pendukung 

administrasi/teknis perkantoran yang 

dibiayai dalam setahun 

 
100,00% 

 
98,29% 

 
100,00% 

86,48% 100,00%  
100,00% 

12,16% 12,16% 

 

2.13.01 2.13.01.2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah pengelola keuangan yang 

diberikan jasa administrasi 
 

100,00% 
 

97,95% 
 

100,00% 
99,87% 100,00%  

100,00% 
11,25% 11,25% 

 

               

2.13.01 2.13.01.2 06  Administrasi Umum Perangkat Daerah  
100,00% 67,96% 100,00% 97,61% 100,00% 100,00% 7,27% 100,00% 

 

2.13.01 2.13.01.2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah  jenis  komponen  listrik  yang 

disediakan dalam setahun 
 

100,00% 

 
96,79% 

 
100,00% 

100,00% 
 

100,00% 
 

100,00% 
0,00% 0,00% 

 

2.13.01 2.13.01.2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis peralatan/bahan logistik yang 

dibutuhkan dalam satu tahun 
 

100,00% 

 
74,49% 

 
100,00% 

94,99% 
 

100,00% 
 

100,00% 
0,00% 0,00% 

 

2.13.01 2.13.01.2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 

yang disediakan dalam satu tahun 
 

100,00% 
 

91,19% 
 

100,00% 
92,87%  

100,00% 
 

100,00% 
0,00% 0,00% 

 

2.13.01 2.13.01.2 06 06 Penyediaan  Bahan  Bacaan  dan  Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah  jenis  bahan  bacaan  dan  per-UU 

yang disediakan dalam setahun 
100,00% 96,67% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

 

2.13.01 2.13.01.2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah rapat koordinasi/konsultasi dalam 

dan Luar daerah yang difasilitasi dan 

dihadiri dalam setahun 

 
100,00% 

 
60,68% 

 

100,00% 
98,98% 100,00% 

 

100,00% 
12,77% 12,77% 

 

 



 

 
 
 
 
 

Kode 

 
 
 

 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

 
 
 

 
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ 

Kegiatan (Outputs) 

 
 

 
Target Kinerja 

Capaian Program 

(Renstra SKPD) 

Tahun 2021 (n-3) 

 
 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil Program 

dan Keluaran 

Kegiatan s/d Tahun 

2021 (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 (n-2) 

 
 

Target Program 

dan Kegiatan 

(Renja SKPD 

Tahun 2023/ 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 

 
 
 
 
 

Catatan 

 
 

Target Renja SKPD 

Tahun 2022 (n-2) 

 

 
Realisasi Renja 

SKPD Tahun 

2022 (n-2) 

 

 
Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

Tahun Berjalan 

(Tahun 2023/ 

n-1) 

 

 
Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/9) 12 
               

2.13.01 2.13.01.2 07  Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 
 

100,00% 
 

98,73% 
 

100,00% 
 

99,88% 
 

100,00% 
 

100,00% 
 

75,14% 
 

75,14% 

 

2.13.01 2.13.01.2 07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan 

kantor yang disediakan dalam setahun 
 

100,00% 

 
98,73% 

 
100,00% 

 
99,88% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
75,14% 

 
75,14% 

 

               

2.13.01 2.13.01.2 08  Penyediaan  Jasa  Penunjang     Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 
100,00% 69,52% 100,00% 99,52% 100,00% 100,00% 19,42% 19,42% 

 

2.13.01 2.13.01.2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah rekening  jasa yang terbayar  dalam 

satu tahun 
100,00% 90,91% 100,00% 90,91% 100,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 
 

2.13.01 2.13.01.2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah rekening  jasa yang terbayar  dalam 

satu tahun 
100,00% 76,48% 100,00% 84,14% 100,00% 100,00% 17,27% 17,27% 

 

2.13.01 2.13.01.2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah rekening  jasa yang terbayar  dalam 

satu tahun 
100,00% 0,00% 100,00% 99,70% 100,00% 100,00% 19,44% 19,44% 

 

               

2.13.01 2.13.01.2 09  Pemeliharaan   Barang   Milik   Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 
 

100,00% 
 

87,04% 
 

100,00% 
90,91% 100,00%  

100,00% 
0,00% 0,00% 

 

2.13.01 2.13.01.2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Jumlah kendaraan yang dilakukan 

pemeliharaan dan pengurusan perijinan 

dalam satu tahun 

 

100,00% 

 

81,22% 

 

100,00% 
90,07% 100,00% 

 

100,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

2.13.01 2.13.01.2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa 

perbaikan 
100,00% 98,73% 100,00% 85,61% 100,00% 100,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

2.13.01 2.13.01.2 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

Jumlah unit gedung kantor yang dilakukan 

pemeliharaan dalam setahun 
 

100,00% 
 

99,87% 
 

100,00% 
97,45% 100,00%  

100,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

 

               

2.13.02 2.13.02.2   Program Penataan Desa  100,00% 76,04% 100,00% 97,84% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%  

2.13.02 2.13.02.2 01  Penyelenggaraan Penataan Desa  
100,00% 76,04% 100,00% 97,84% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

 

2.13.02 2.13.02.2 01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan TMMD 

setiap Tahun di Kabupaten Bojonegoro 
 

100,00% 

 
76,04% 

 
100,00% 

 
97,84% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 

 
0,00% 

 

 
0,00% 

 

               

2.13.02 2.13.03.2   Program Peningkatan Kerjasama Desa  
100,00% 45,71% 100,00% 59,79% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

 

2.13.02 2.13.03.2 01  Fasilitasi Kerja sama antar Desa  
100,00% 45,71% 100,00% 59,79% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

 

2.13.02 2.13.03.2 01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan 

Perdesaan 

Jumlah Desa dengan potensi sumber daya 

alam kawasan pedesaan untuk 

pengembangan ekonomi berbasis kawasan 
 
 

100,00% 

 
 

45,71% 

 
 

100,00% 

 
 

59,79% 

 
 

100,00% 

 
 

100,00% 

 
 

0,00% 

 
 

0,00% 

 

 



 

 
 
 
 
 

Kode 

 
 
 

 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

 
 
 

 
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ 

Kegiatan (Outputs) 

 
 

 
Target Kinerja 

Capaian Program 

(Renstra SKPD) 

Tahun 2021 (n-3) 

 
 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil Program 

dan Keluaran 

Kegiatan s/d Tahun 

2021 (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 (n-2) 

 
 

Target Program 

dan Kegiatan 

(Renja SKPD 

Tahun 2023/ 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 

 
 
 
 
 

Catatan 

 
 

Target Renja SKPD 

Tahun 2022 (n-2) 

 

 
Realisasi Renja 

SKPD Tahun 

2022 (n-2) 

 

 
Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

Tahun Berjalan 

(Tahun 2023/ 

n-1) 

 

 
Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/9) 12 
               

2.13.04 2.13.04.2   Program Administrasi Pemerintahan Desa  
100,00% 71,42% 100,00% 90,47% 100,00% 100,00% 23,17% 23,17% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01  Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

 
 

100,00% 

 
71,42% 

 
100,00% 

90,47%  
100,00% 

 
100,00% 

23,17% 23,17% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 01 Fasilitasi  Penyelenggaraan  Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Jumlah Monitoring  dan  Evaluasi 

Penyaluran Dana Transfer sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan 

 
100,00% 

 
87,76% 

 

100,00% 
96,32% 100,00% 

 

100,00% 
5,20% 5,20% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Sosialisasi PP, Perda dan Perbup di 

Desa/Kelurahan tentang Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

 
100,00% 

 
28,52% 

 
100,00% 

88,90% 100,00%  
100,00% 

0,00% 0,00% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Jumlah Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Musrenbang tingkat 

Desa/Kelurahan dalam menyusun Usulan 

Rencana Pembangunan 

 
100,00% 

 
16,66% 

 

100,00% 
91,31% 100,00% 

 

100,00% 
12,50% 12,50% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang 

Dilatih/Desk Pendampingan Dalam 

Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa 

 
100,00% 

 
86,36% 

 

100,00% 
87,20% 100,00% 

 

100,00% 
22,90% 22,90% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa 

Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang 

Dilatih Manajemen Pemerintahan Desa 
 

100,00% 

 
67,07% 

 
100,00% 

91,42% 100,00%  
100,00% 

25,36% 25,36% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 06 Fasilitasi  Penyelenggaraan  Musyawarah 

Desa 

Jumlah  Desa  yang    difasilitasi  dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan 
 

100,00% 
 

71,88% 
 

100,00% 
99,21% 100,00%  

100,00% 
20,94% 20,94% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian Kepala Desa 

Jumlah   Kepala   Desa   yang   Terpilih   dan 

Dilantik  pada     Pelaksanaan  Pemilihan 

Kepala Desa 

 
100,00% 

 
69,83% 

 
100,00% 

81,58%  
100,00% 

 
100,00% 

2,19% 2,19% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa 

Jumlah  Desa  yang  melakukan  Pengisian 

Perangkat Desa sesuai ketentuan 

Perundang-undangan 

 
100,00% 

 
48,89% 

 
100,00% 

51,59% 
 

100,00% 
 

100,00% 
6,34% 6,34% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Data Profil Desa/Kelurahan yang 

terisi dengan akurat dan akuntabel 
 

100,00% 

 
22,48% 

 
100,00% 

61,86%  
100,00% 

 
100,00% 

33,03% 33,03% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang 

Dilatih/Desk Pendampingan Pengelolaan 

Aset Desa 

 
100,00% 

 
68,65% 

 

100,00% 
84,11% 

 

100,00% 

 

100,00% 
0,72% 0,72% 

 

2.13.04 2.13.04.2 01 18 Fasilitasi  Evaluasi  Perkembangan Desa 

serta Lomba Desa dan Kelurahan 

Jumlah  Desa   yang      diajukan   pada 

Perlombaan Desa tingkat Provinsi Jawa 

Timur 

 
100,00% 

 
19,13% 

 
100,00% 

74,32%  
100,00% 

 
100,00% 

4,09% 4,09% 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

Kode 

 
 
 

 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

 
 
 

 
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ 

Kegiatan (Outputs) 

 
 

 
Target Kinerja 

Capaian Program 

(Renstra SKPD) 

Tahun 2021 (n-3) 

 
 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil Program 

dan Keluaran 

Kegiatan s/d Tahun 

2021 (n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 (n-2) 

 
 

Target Program 

dan Kegiatan 

(Renja SKPD 

Tahun 2023/ 

n-1) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 

 
 
 
 
 

Catatan 

 
 

Target Renja SKPD 

Tahun 2022 (n-2) 

 

 
Realisasi Renja 

SKPD Tahun 

2022 (n-2) 

 

 
Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

Tahun Berjalan 

(Tahun 2023/ 

n-1) 

 

 
Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/9) 12 

2.13.05 2.13.05.2   Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan,  Lembaga  Adat    dan 

Masyarakat Hukum Adat 

 
 

100,00% 
 

78,48% 

 
100,00% 

 
89,31% 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
4,60% 

 
4,60% 

 

2.13.05 2.13.05.2 01  Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

yang bergerak di Bidang Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

 
 

 
 

100,00% 

 
 

 
 

78,48% 

 
 
 

 
100,00% 

 
 
 

 
89,31% 

 
 
 

 
100,00% 

 
 
 

 
100,00% 

 
 
 

 
4,60% 

 
 
 

 
4,60% 

 

2.13.05 2.13.05.2 01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan 

dan Masyarakat Hukum Adat 

Persentase lembaga kemasyarakatan desa/ 

kelurahan yang diberdayakan 
 
 

 
100,00% 

 
 

 
88,53% 

 
 

 
100,00% 

 
 

 
93,57% 

 
 

 
100,00% 

 
 

 
100,00% 

 
 

 
15,60% 

 
 

 
15,60% 

 

2.13.05 2.13.05.2 01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyakat dan Pemerintah Desa dalam 

Meningkatan Pendapatan Asli Desa 

Jumlah Pengelola BUMDes yang dilatih 

ketrampilan Manajemen Badan Usaha 

Milik Desa 

 

100,00% 

 

81,60% 

 

100,00% 

 

91,25% 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

1,97% 

 

1,97% 

 

2.13.05 2.13.05.2 01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

Jumlah Juara Lomba Cipta Inovasi 

Teknologi Tepat Guna yang diikutsertakan 

dalam Gelar Teknologi Tepat Guna 

Nasional 
 

 
100,00% 

 
53,34% 

 

100,00% 

 

81,84% 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

00,00% 

 

00,00% 

 

2.13.05 2.13.05.2 01 07 Fasilitasi   Bulan   Bhakti   Gotong   Royong 

Masyarakat 

Jumlah Desa Lokasi Pelaksana BBGRM dan 

HKGPKK 
100,00% 90,10% 100,00% 93,00% 100,00% 100,00% 00,00% 00,00% 

 

2.13.05 2.13.05.2 01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 

Jumlah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan 

yang dibina dalam satu tahun  
100,00% 

 
55,78% 

 

100,00% 

 

81,36% 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

5,57% 

 

5,57% 

 

               

 JUMLAH  100,00% 70,91% 100,00% 94,25% 98,33% 100,00% 17,25% 17,25%  

 



 

 

 

Tabel 2.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro 

 

 
No 

 
Indikator 

SPM/ 

Standar 

Nasional 

 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 
Catatan 

Analisa 
Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

I Program  Penunjang  Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

  100% 100% 100% 100% 67,39% 96,66% 100% 100%  

1 Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

  100% 0% 0% 100% 20,90% 0% 0% 0%  

 Evaluasi Pemberdayaan dan 

Fasilitasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

 Jumlah Evaluasi 

Pemberdayaan dan Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan     Desa     dalam 

Satu Tahun 

100% 0% 0% 0% 20,90% 0% 0% 0%  

             

2 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

  100% 100% 100% 100% 67,99% 90,23% 100% 100%  

 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

 Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 

100% 100% 100% 100% 64,91% 90,01% 100% 100%  

 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

 Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

100% 100% 100% 100% 98,29% 86,48% 100% 100%  

 Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

 Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

100% 100% 100% 100% 97,95% 99,87% 100% 100%  

             

3 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

  100% 100% 100% 100% 67,96% 97,61% 100% 100%  

 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

100% 100% 100% 100% 96,79% 100,00% 100% 100%  



 

 

 

 
No 

 
Indikator 

SPM/ 

Standar 

Nasional 

 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 
Catatan 

Analisa 
Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 Penyediaan     Bahan     Logistik 

Kantor 

 Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 

100% 100% 100% 100% 74,49% 94,99% 100% 100%  

 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

 Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 

100% 100% 100% 100% 91,19% 92,87% 100% 100%  

 Penyediaan Bahan Bacaan 

dan    Peraturan     Perundang- 

undangan 

 Jumlah jenis bahan bacaan 

dan per-UU yang disediakan 

dalam setahun 

100% 100% 100% 100% 96,67% 0,00% 0,00% 0,00%  

 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

 Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

100% 100% 100% 100% 60,68% 98,98% 100% 100%  

             

4 Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  100% 100% 100% 100% 98,73% 99,88% 100% 100%  

 Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

 Jumlah jenis peralatan dan 

perlengkapan kantor yang 

disediakan dalam setahun 

100% 100% 100% 100% 98,73% 99,88% 100% 100%  

             

5 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

  100% 100% 100% 100% 69,52% 99,52% 100% 100%  

 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

 Jumlah rekening jasa yang 

terbayar dalam satu tahun 

100% 100% 100% 100% 90,91% 90,91% 100% 100%  

 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

 Jumlah rekening jasa yang 

terbayar dalam satu tahun 

100% 100% 100% 100% 76,48% 84,14% 100% 100%  

 Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

 Jumlah rekening jasa yang 

terbayar dalam satu tahun 

100% 100% 100% 100% 0,00% 99,70% 100% 100%  

 

 



 

 

 

 
No 

 
Indikator 

SPM/ 

Standar 

Nasional 

 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 
Catatan 

Analisa 
Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

6 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  100% 100% 100% 100% 87,04% 90,91% 100% 100%  

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

 Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

100% 100% 100% 100% 81,22% 90,07% 100% 100%  

 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

 Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara  

100% 100% 100% 100% 98,73% 85,61% 100% 100%  

 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

 Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

100% 100% 100% 100% 99,87% 97,45% 100% 100%  

             

II Program Penataan Desa   100% 100% 100% 100% 76,04% 97,84% 100% 100%  

1 Penyelenggaraan Penataan 

Desa 

  100% 100% 100% 100% 76,04% 97,84% 100% 100%  

 Fasilitasi Sarana dan 

Prasarana Desa 

 Jumlah Sarana dan Prasarana 
Desa yang terfasilitasi 

100% 100% 100% 100% 76,04% 97,84% 100% 100%  

             

III Program Peningkatan 

Kerjasama Desa 

  100% 100% 100% 100% 45,71% 59,79% 100% 100%  

1 Fasilitasi   Kerja   sama   antar 

Desa 

  100% 100% 100% 100% 45,71% 59,79% 100% 100%  

 Fasilitasi Pembangunan 

Kawasan Perdesaan 

 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pembangunan Kawasan 
Perdesaan 

 

100% 100% 100% 100% 45,71% 59,79% 100% 100%  

 
 

 



 

 

 

 
No 

 
Indikator 

SPM/ 

Standar 

Nasional 

 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 
Catatan 

Analisa 
Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

IV Program Administrasi 

Pemerintahan Desa 

  100% 100% 100% 100% 71,42% 90,47% 100% 100%  

1 Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

  100% 100% 100% 100% 71,42% 90,47% 100% 100%  

 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

 Jumlah Dokumen 
Penyelenggaraan Administrasi 
Pemerintahan Desa 

100% 100% 100% 100% 87,76% 96,32% 100% 100%  

 Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Desa 

 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Penyusunan Produk Hukum 
Desa 

100% 100% 100% 100% 28,52% 88,90% 100% 100%  

 Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan 

Desa 

 Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan 

Desa 

100% 100% 100% 100% 16,66% 91,31% 100% 100%  

 Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa 

 Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa 

100% 100% 100% 100% 86,36% 87,20% 100% 100%  

 Pembinaan Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa 

 Jumlah Aparatur Pemerintah 
Desa yang Mengikuti 
Pembinaan Peningkatan 
Kapasitas 

100% 100% 100% 100% 67,07% 91,42% 100% 100%  

 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa 

 Jumlah Laporan Fasilitasi 

Penyelenggaraan Musyawarah 

Desa 

100% 100% 100% 100% 71,88% 99,21% 100% 100%  

 

 



 

 

 

 
No 

 
Indikator 

SPM/ 

Standar 

Nasional 

 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 
Catatan 

Analisa 
Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 

 Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan Pemilihan, 
Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Desa 

100% 100% 100% 100% 69,83% 81,58% 100% 100%  

 Fasilitasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat 

Desa 

 Jumlah Laporan Fasilitasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa 

100% 100% 100% 100% 48,89% 51,59% 100% 100%  

 Fasilitasi Penyusunan Profil 

Desa 

 Jumlah Dokumen Profil Desa 

yang tersusun 

100% 100% 100% 100% 22,48% 61,86% 100% 100%  

 Fasilitasi  Pengelolaan     Aset 

Desa 

 Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan Aset 

Desa 

100% 100% 100% 100% 68,65% 84,11% 100% 100%  

 Fasilitasi Evaluasi 

Perkembangan Desa serta 

Lomba Desa dan Kelurahan 

 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 

Perkembangan Desa serta 

Lomba Desa dan Kelurahan 

100% 100% 100% 100% 19,13% 74,32% 100% 100%  

             

V Program Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan, 

Lembaga  Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

  100% 100% 100% 100% 78,48% 89,31% 100% 100%  

1 Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

bergerak  di  Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang 

sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

  100% 100% 100% 100% 78,48% 89,31% 100% 100%  



 

 

 
No 

 
Indikator 

SPM/ 

Standar 

Nasional 

 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 
Catatan 

Analisa 
Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

Tahun 2021 

(thn n-2) 

Tahun 2022 

(thn n-1) 

Tahun 2023 

(thn n) 

Tahun 2024 

(thn n+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan   dan 

Masyarakat Hukum Adat 

 Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

100% 100% 100% 100% 88,53% 93,57% 100% 100%  

 Fasilitasi Pengembangan 

Usaha Ekonomi Masyakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

Meningkatan Pendapatan Asli 

Desa 

 Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa 

100% 100% 100% 100% 81,60% 91,25% 100% 100%  

 Fasilitasi Pemerintah Desa 

dalam Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna 

 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
Pemerintah Desa dalam 
Pemanfaatan Teknologi Tepat 
Guna 

100% 100% 100% 100% 53,34% 81,84% 100% 100%  

 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 

 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat 

100% 100% 100% 100% 90,10% 93,00% 100% 100%  

 Fasilitasi Tim Penggerak PKK 

dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat  dan 

Kesejahteraan Keluarga 

 Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Tim Penggerak PKK 

dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan 

Keluarga 

100% 100% 100% 100% 55,78% 81,36% 100% 100%  

             

 JUMLAH   100% 100% 100% 100% 70,91% 94,25% 100% 100%  

 



 

 

 

Tabel 2.3 
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 

KABUPATEN BOJONEGORO 
 

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  
Catatan 

Penting 
 

No 
 

Program/Kegiatan 
 

Lokasi 
Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target Capaian 

Kinerja 

 
Pagu Indikatif 

 
Program/Kegiatan 

 
Lokasi 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target Capaian 

Kinerja 

 
Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

  

23.827.143.087,00 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

  

23.827.143.087,00  

1 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

 

  

5.196.186.483,00 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

 

  

5.196.186.483,00  

a Penyediaan   Gaji   dan   Tunjangan 

ASN 

Dinas PMD Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

31 
Orang/bulan 

4.603.618.675,00 Penyediaan   Gaji   dan   Tunjangan 

ASN 

Dinas PMD Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

31 
Orang/bulan 

4.603.618.675,00  

b Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

Dinas PMD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

11 Dokumen 356.347.808,00 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

Dinas PMD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

11 Dokumen 356.347.808,00  

c Pelaksanaan   Penatausahaan   dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

Dinas PMD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

13 Dokumen 236.220.000,00 Pelaksanaan   Penatausahaan   dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

Dinas PMD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

13 Dokumen 236.220.000,00  

            

2 Administrasi  Umum    Perangkat 

Daerah 

 

  

155.411.050,00 Administrasi  Umum    Perangkat 

Daerah 

 

  

155.411.050,00  

a Penyediaan  Komponen    Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

Dinas PMD Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

1 Paket 4.219.400,00 Penyediaan  Komponen    Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

Dinas PMD Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

1 Paket 4.219.400,00  

b Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas PMD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan 

4 Paket 47.141.750,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas PMD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan 

4 Paket 47.141.750,00  

c Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Dinas PMD Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

2 Paket 15.649.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Dinas PMD Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

2 Paket 15.649.900,00  

d Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Dinas PMD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

430 Laporan 88.400.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Dinas PMD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

430 Laporan 88.400.000,00  

            

3 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang  Urusan    Pemerintah 

Daerah 

   45.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang  Urusan    Pemerintah 

Daerah 

   45.000.000,00  

a Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Dinas PMD Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan 

6 unit 45.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Dinas PMD Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan 

6 unit 45.000.000,00  

            

4 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

 

  

18.240.264.636,00 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

 

  

18.240.264.636,00  

a Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas PMD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

12 Laporan 990.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas PMD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

12 Laporan 990.000,00  

b Penyediaan   Jasa      Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Dinas PMD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

3 Laporan 131.274.636,00 Penyediaan   Jasa      Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Dinas PMD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

3 Laporan 131.274.636,00  

c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Dinas PMD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

2 Laporan 18.108.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Dinas PMD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

2 Laporan 18.108.000.000,00  

            

5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 

  

190.280.918,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 

  

190.280.918,00  

 



 

 
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  

Catatan 

Penting 
 

No 
 

Program/Kegiatan 
 

Lokasi 
Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target Capaian 

Kinerja 

 
Pagu Indikatif 

 
Program/Kegiatan 

 
Lokasi 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target Capaian 

Kinerja 

 
Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

Dinas PMD Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

21 Unit 140.120.256,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

Dinas PMD Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

21 Unit 140.120.256,00  

b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Dinas PMD Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara  

30 Unit 18.900.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Dinas PMD Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara  

30 Unit 18.900.000,00  

c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Dinas PMD Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 31.260.662,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Dinas PMD Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 31.260.662,00  

            

II Program Penataan Desa  
  391.192.100,00 Program Penataan Desa  

  391.192.100,00  

1 Penyelenggaraan Penataan Desa  

  

391.192.100,00 Penyelenggaraan Penataan Desa  

  

391.192.100,00  

a Fasilitasi Sarana dan  Prasarana 

Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 

yang terfasilitasi 

1 Unit 391.192.100,00 Fasilitasi Sarana dan  Prasarana 

Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 

yang terfasilitasi 

1 Unit 391.192.100,00  

            

III Program   Peningkatan  Kerjasama 

Desa 

 

  

33.643.000,00 Program   Peningkatan  Kerjasama 

Desa 

 

  

33.643.000,00  

1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa  
  33.643.000,00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa  

  33.643.000,00  

a Fasilitasi Pembangunan Kawasan 

Perdesaan 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pembangunan Kawasan Perdesaan 

15 Dokumen 33.643.000,00 Fasilitasi Pembangunan Kawasan 

Perdesaan 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pembangunan Kawasan Perdesaan 

15 Dokumen 33.643.000,00  

            

IV Program Administrasi 

Pemerintahan Desa 

 

  

10.105.697.450,00 Program Administrasi 

Pemerintahan Desa 

 

  

10.105.697.450,00  

1 Pembinaan   dan   Pengawasan 

Penyelenggaraan Administrasi 
Pemerintahan Desa 

 

  

10.105.697.450,00 Pembinaan   dan   Pengawasan 

Penyelenggaraan Administrasi 
Pemerintahan Desa 

 

  

10.105.697.450,00  

a Fasilitasi Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan Desa 

419 Dokumen 2.132.919.800,00 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

419 
Dokumen 

2.132.919.800,00  

b Fasilitasi    Penyusunan       Produk 

Hukum Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Penyusunan Produk Hukum Desa 

4 Dokumen 60.165.750,00 Fasilitasi    Penyusunan       Produk 

Hukum Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Penyusunan Produk Hukum Desa 

4 Dokumen 60.165.750,00  

v Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

419 Dokumen 37.117.700,00 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

419 Dokumen 37.117.700,00  

d Fasilitasi  Pengelolaan  Keuangan 

Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengelolaan Keuangan Desa 

419 Dokumen 210.314.500,00 Fasilitasi  Pengelolaan  Keuangan 

Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengelolaan Keuangan Desa 

419 Dokumen 210.314.500,00  

e Pembinaan Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa 

yang Mengikuti Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas 

419 Orang 5.976.847.000,00 Pembinaan Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa 

yang Mengikuti Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas 

419 Orang 5.976.847.000,00  

f Fasilitasi Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

419 Laporan 1.264.399.600,00 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

419 Laporan 1.264.399.600,00  



 

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  
Catatan 

Penting 
 

No 
 

Program/Kegiatan 
 

Lokasi 
Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target Capaian 

Kinerja 

 
Pagu Indikatif 

 
Program/Kegiatan 

 
Lokasi 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target Capaian 

Kinerja 

 
Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

g Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Laporan Hasil 

Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa 

3 Laporan 45.211.400,00 Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Laporan Hasil 

Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa 

3 Laporan 45.211.400,00  

h Fasilitasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa 

5 Laporan 9.933.500,00 Fasilitasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa 

5 Laporan 9.933.500,00  

i Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Profil Desa yang 

tersusun 

430 

Dokumen 

54.806.700,00 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Profil Desa yang 

tersusun 

430 

Dokumen 

54.806.700,00  

j Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengelolaan Aset Desa 

419 Dokumen 258.997.100,00 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengelolaan Aset Desa 

419 Dokumen 258.997.100,00  

k Fasilitasi Evaluasi Perkembangan 

Desa    serta  Lomba    Desa    dan 

Kelurahan 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 
Perkembangan Desa serta Lomba 
Desa dan Kelurahan 

1 Dokumen 54.984.400,00 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan 

Desa    serta  Lomba    Desa    dan 

Kelurahan 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 
Perkembangan Desa serta Lomba 
Desa dan Kelurahan 

1 Dokumen 54.984.400,00  

            

V Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat 

dan Masyarakat Hukum Adat 

   1.471.231.730,00 Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat 

dan Masyarakat Hukum Adat 

   1.471.231.730,00  

1 Pemberdayaan   Lembaga 

Kemasyarakatan yang bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota  serta 

Pemberdayaan  Masyarakat 

Hukum Adat yang masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang sama 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

   1.471.231.730,00 Pemberdayaan   Lembaga 

Kemasyarakatan yang bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten /Kota  serta 

Pemberdayaan  Masyarakat 

Hukum Adat yang masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang sama 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

   1.471.231.730,00  

a Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

Hukum Adat 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

100 Lembaga 238.195.000,00 Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

Hukum Adat 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

100 Lembaga 238.195.000,00  

b Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyakat dan Pemerintah 

Desa dalam Meningkatan 

Pendapatan Asli Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan Pemerintah Desa 

dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa 

200 Dokumen 918.689.100,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyakat dan Pemerintah 

Desa dalam Meningkatan 

Pendapatan Asli Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan Pemerintah Desa 

dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa 

200 Dokumen 918.689.100,00  

c Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan  Teknologi  Tepat 

Guna 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

5 Laporan 59.194.000,00 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan  Teknologi  Tepat 

Guna 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

5 Laporan 59.194.000,00  

d Fasilitasi  Bulan    Bhakti    Gotong 

Royong Masyarakat 

Kabupaten 

Bojonegoro 
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

1 Laporan 32.582.280,00 Fasilitasi  Bulan    Bhakti    Gotong 

Royong Masyarakat 

Kabupaten 

Bojonegoro 
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

1 Laporan 32.582.280,00  

 
 
 



 

 
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  

Catatan 

Penting 
 

No 
 

Program/Kegiatan 
 

Lokasi 
Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target Capaian 

Kinerja 

 
Pagu Indikatif 

 
Program/Kegiatan 

 
Lokasi 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target Capaian 

Kinerja 

 
Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

e Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim 

Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

56 

Dokumen 

222.571.350,00 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim 

Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

56 

Dokumen 

222.571.350,00  

            

   35.828.907.367,00 
 

  35.828.907.367,00 
 

 

 



TABEL : 2.4 

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 

DINAS PMD KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 
 

No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Catatan 

1 2 3 4 5 6 

I Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

  23.827.143.087,00  

1 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  5.196.186.483,00  

a Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Dinas PMD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

4.603.618.675,00  

b Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

Dinas PMD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

356.347.808,00  

c Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Dinas PMD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

236.220.000,00  

      

2 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  155.411.050,00  

a Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Dinas PMD Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

4.219.400,00  

b Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Dinas PMD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan 

47.141.750,00  

c Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Dinas PMD Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan 

15.649.900,00  

d Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Dinas PMD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

88.400.000,00  

      

3 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  45.000.000,00  

a Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Dinas PMD Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

45.000.000,00  

      

4 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

  18.240.264.636,00  

a Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Dinas PMD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

990.000,00  

b Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Dinas PMD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

131.274.636,00  

c Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Dinas PMD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

18.108.000.000,00  

      



No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Catatan 

1 2 3 4 5 6 

5 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  190.280.918,00  

a Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Dinas PMD Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

140.120.256,00  

b Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Dinas PMD Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara  

18.900.000,00  

c Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Dinas PMD Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

31.260.662,00  

      

II Program Penataan Desa   391.192.100,00  

1 Penyelenggaraan   Penataan 
Desa 

  391.192.100,00  

a Fasilitasi Sarana dan 
Prasarana Desa 

Kabupaten 
Bojonegoro 

Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 
yang terfasilitasi 

391.192.100,00  

      

III Program Peningkatan 
Kerjasama Desa 

  33.643.000,00  

1 Fasilitasi Kerja sama antar 
Desa 

  33.643.000,00  

a Fasilitasi Pembangunan 

Kawasan Perdesaan 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pembangunan Kawasan Perdesaan 
 

33.643.000,00  

      

IV Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 

  10.105.697.450,00  

1 Pembinaan dan 

Pengawasan 
Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 
Desa 

  10.105.697.450,00  

a Fasilitasi Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 
Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan Desa 

2.132.919.800,00  

b Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Penyusunan Produk Hukum Desa 

60.165.750,00  

v Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan 
Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Desa 

37.117.700,00  

d Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengelolaan Keuangan Desa 

210.314.500,00  

e Pembinaan Peningkatan 
Kapasitas  Aparatur 
Pemerintah Desa 

Kabupaten 
Bojonegoro 

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa 
yang Mengikuti Pembinaan 
Peningkatan Kapasitas 

5.976.847.000,00  



f Fasilitasi Penyelenggaraan 
Musyawarah Desa 

Kabupaten 
Bojonegoro 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

1.264.399.600,00  

g Penyelenggaraan Pemilihan, 
Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 

Kabupaten 
Bojonegoro 

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan 
Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 

45.211.400,00  

h Fasilitasi Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat 
Desa 

Kabupaten 
Bojonegoro 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa 

9.933.500,00  

i Fasilitasi Penyusunan Profil 
Desa 

Kabupaten 
Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Profil Desa yang 

tersusun 

54.806.700,00  

j Fasilitasi Pengelolaan Aset 

Desa 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengelolaan Aset Desa 

258.997.100,00  

k Fasilitasi Evaluasi 
Perkembangan Desa serta 

Lomba Desa dan Kelurahan 

Kabupaten 
Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 
Perkembangan Desa serta Lomba Desa 

dan Kelurahan 

54.984.400,00  

      

V Program Pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum Adat 

  1.471.231.730,00  

1 Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan  yang 

bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat 
Daerah Kabupaten /Kota 

serta Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum Adat 

yang masyarakat Pelakunya 
Hukum Adat yang sama 

dalam  Daerah 
Kabupaten/Kota 

  1.471.231.730,00  

a Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan  Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 
PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

Kabupaten 
Bojonegoro 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat yang 
Ditingkatkan Kapasitasnya 

238.195.000,00  

b Fasilitasi Pengembangan 
Usaha Ekonomi Masyakat 

dan Pemerintah Desa dalam 
Meningkatan Pendapatan 
Asli Desa 

Kabupaten 
Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan Pemerintah Desa 
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa 

918.689.100,00  

c Fasilitasi Pemerintah Desa 

dalam Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna 

59.194.000,00  

d Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

32.582.280,00  



e Fasilitasi Tim Penggerak PKK 
dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Kabupaten 
Bojonegoro 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim 
Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

222.571.350,00  

      

 JUMLAH   35.828.907.367,00  
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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
Jl. Panglima Sudirman No. 161 Telp/Fax. (0353) 881512 

B O J O N E G O R O 

 
KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR : 188/ /KEP/412.211/2023 

TENTANG 

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
KABUPATEN BOJONEGORO 

 

Menimbang : a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        b. 
 
 
 
 
 
 
 
        c. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu 

membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bojonegoro; 

bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim 

Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024; 

bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, 

dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bojonegoro. 



Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaga Negara Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah    (RPJMD)     Kabupaten     Bojonegoro 

Tahun 2018-2023; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5       

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bojonegoro 

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 

Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. 

 
MEMUTUSKAN 

 
 

Menetapkan      :     Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. 
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